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adat, serta persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap
pelestarian sumber daya alam dan dampaknya terhadap
keberlanjutan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan
wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum adat
BY _SA To Cerekang diwujudkan melalui patroli rutin, pemasangan
This is an open access article under the CC BY-SA license. tanda batas wilayah adat, pendidikan dan sosialisasi nilai adat,
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda penegakan Sanksi adat, serta dukungan pemerintah desa.
Faktor pendukung utama adalah pengakuan formal dari
pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat adat, dan
keterlibatan generasi muda. Sementara itu, faktor penghambat
meliputi belum adanya pengakuan hukum adat secara nasional, serta potensi konflik lahan dengan pihak
perusahaan tambang. Persepsi masyarakat terhadap hukum adat sangat positif dan partisipasi aktif
masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam berdampak pada keberlanjutan lingkungan yang terjaga
dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat To Cerekang berperan penting sebagai
instrumen pelestarian sumber daya alam berbasis kearifan lokal yang efektif dan berkelanjutan.
ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of To Cerekang customary law in the preservation of natural
resources in Manurung Village, Malili District, East Luwu County. Research objectives include forms of
customary law implementation, factors supporting and hindering the implementation of customary law, as
well as community perceptions and participation towards natural resource preservation and its impact on
environmental sustainability. The research method used was qualitative with a case study approach, involving
in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The study results show that the
implementation of customary law To Cerekang is realized through regular patrolling, installation of
customary territory boundary markers, education and socialization of customary values, enforcement of
customary sanctions, as well as village government support. Key supporting factors are the formal recognition
of local governments, the active participation of indigenous peoples, and the involvement of the younger
generation. Meanwhile, inhibiting factors include the as yet no recognition of customary law nationally, as well
as potential land conflicts with the mining company’s side. Community perceptions of customary law are very
positive and active participation of communities in the preservation of natural resources impacts on the
sustainability of a well-maintained environment. The study concludes that To Cerekang customary law plays
an important role as an effective and sustainable local wisdom-based natural resource conservation
instrument.

PENDAHULUAN

Hukum Adat adalah salah satu sistem hukum yang hidup serta berkembang ditengah-tengah masyarakat
Indonesia. Saat ini kedudukan Hukum Adat di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan hukum
nasional sebab Hukum Adat merupakan living law bagi masyarakat hukum adat yang menganutnya, karena
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mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Akan tetapi kedudukan Hukum Adat dalam perundang-
undangan di Indonesia belum bisa di implementasikan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dengan belum adanya
Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat hingga saat ini. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat di
era globalilasi seperti ini, kedudukan masyarakat hukum adat harus dilindungi secara pasti oleh negara.

Hukum Adat (Adatrecht) sebagai hukum asli anak negeri di Kepulauan Nusantara bermula dari
kebiasaan-kebiasaan adat istiadat warga (kawula) persekutan masyarakat adat yang dihormati dan dipeliharanya
sebagai pola-pola tatanan sosial hingga ditingkatkan menjadi Hukum Adat atas kesepakatan warga persekutuan
dengan tetuanya (Haq, 2020).

Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Keduanya bagaikan
dua sisi uang logam, hukum adat yang merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan
keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-
hari dalam masyarakat, sebagian bear tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum atau (sanksi) (Hasriyanti,
2016). Sedangkan masyarakat hukum adat adalah subjek hukumnya.

Banyaknya hukum adat yang berlaku di bumi nusantara ini merupakan konsekuensi dari beragam suku
bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki
wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia adalah suatu anugerah
yang diberikan oleh Sang Pencipta akan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Namun, kekayaan alam
tersebut tidak dibarengi dengan pelestarian lingkungannya (Sinapoy, 2018). Hanya untuk mengejar dan
meningkatkan pendapatan negara maupun daerah, serta untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya kekayaan
alam tersebut harus menerima “penderitaan“ yang cukup “kronis“, dimana alam harus dirusak tanpa harus
memikirkan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungannya.

Konsep pelestarian sumber daya alam dengan kearifan lokal juga dilakukan oleh masyarakat hukum adat
To Cerekang yang berada di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi
Selatan. Masyarakat hukum adat To Cerekang adalah komunitas suku Bugis yang memiliki kearifan lokal sangat
mengagumkan. Nilai-nilai luhur yang dipertahankan hingga saat ini diantaranya dalam menjaga kelestarian
sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan asal usul leluhur 7o Cerekang sendiri.

Hutan adat Cerekang ditetapkan berdasarkan SK No.286/X/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan
yang di sahkan oleh Bupati Luwu Timur pada tanggal 10 Oktober 2019. Menjaga dan melestarikan Hutan Adat
Cerekang dilakukan oleh pemangku adat, kelembagaan adat, masyarakat adat Desa Manurung, Wija Tau
Cerekang (WTC), dan aparat Desa Manurung. Hutan Adat Cerekang yaitu hutan adat atau pangngale’ ada’
tomatoa atau hutan keramat sama sekali tidak boleh dimanfaatkan/dikelolah karena mengandung nilai sejarah
orang-orang yang dimuliakan oleh masyarakat adat Cerekang, seperti Sawerigading dan Batara Guru. Sedangkan
Masyarakat Adat Cerekang adalah komunitas yang tinggal di Dusun Cerekang, Desa Manurung yang terletak
sekitar 550 km dari kota Makassar, dibentuk tahun 1997 dengan luas wilayah 10,25 km2 dan terdiri dari empat
dusun yaitu Cerekang, Pabeta, Wulasi dan Tomba (Iriani, 2019).

Bagi masyarakat hukum adat To Cerekang, alam memiliki kesakralan tersendiri. Selain sebagai sumber
kehidupan, sekaligus menjadi simbol yang disucikan dan dihormati. Hal itulah yang membuat masyarakat hukum
adat To Cerekang hingga saat ini tetap menjaga kawasan hutan dan sungai di wilayah Cerekang dari ancaman
kerusakan. Di dalam kehidupannya, masyarakat hukum adat To Cerekang mengenal adanya dunia atas (langit;
tempat para dewa), dunia tengah (bumi; tempat manusia) dan dunia bawah (air) (Iriani, 2019).

Hal ini sangat erat kaitannya dengan kosmologi penciptaan manusia pertama yakni To Manurung (Batara
Guru) di Bulu Pensimoni (salah satu kawasan hutan di Cerekang). Kepercayaan itulah yang secara turun temurun
mengikat erat masyarakat hukum adat 7o Cerekang dengan tanah, hutan dan sungai di wilayah Cerekang.
Masyarakat hukum adat 7o Cerekang menjaga hutan adat yang disebut sebagai “hutan keramat” dengan tata kelola
tersendiri, tujuannya tidak lain untuk menjaga kelestarian hutan dan sungai beserta sumber daya alam didalamnya.

Salah satu aspek krusial yang diatur oleh hukum adat adalah hubungan antara manusia dan alam.
Masyarakat adat, dengan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun temurun, memiliki pemahaman
mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka memiliki praktik-praktik unik dalam
mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, yang seringkali jauh lebih efektif daripada pendekatan modern
yang berorientasi pada eksploitasi (Hasriyanti, 2023). Namun, di era modern ini, hukum adat dan kearifan lokal
masyarakat adat seringkali terpinggirkan oleh arus globalisasi dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.
Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, deforestasi, dan pencemaran lingkungan menjadi masalah serius
yang mengancam kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa penting untuk mengkaji dan memahami bagaimana hukum
adat dapat diimplementasikan secara efektif dalam pelestarian sumber daya alam. Penelitian ini akan berfokus
pada masyarakat hukum adat To Cerekang di Kabupaten Malili, Sulawesi Selatan, yang memiliki tradisi kuat
dalam menjaga kelestarian lingkungan.
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi hukum
adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam, yang melibatkan interpretasi makna dan konteks sosial
budaya. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan komprehensif suatu kasus
tertentu, yaitu praktik-praktik hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam di Desa Manurung,
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer yaitu data yang didapat
langsung dari hasil wawancara langsung dengan responden, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data
yang tidak langsung ditujukan kepada pengumpul data yakni berupa data pendukung yang didapatkan dari
literatur, dokumen, dan laporan terkait dengan fokus penelitian. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah
manusia (informan) dengan segala fenomenanya. Sebagaimana yang dikatakan Ibrahim (2015: 68) bahwa data
dalam suatu penelitian, sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder yang
diperoleh dari sumber data utama (data primer) dan sumber data tambahan (sekunder). Secara rinci data penelitian
ini adalah sebagai berikut:

Data Primer berupa informan, terdiri dari:

a) Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang
diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Tokoh adat To Cerekang di Desa Manurung, Kecamatan
Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat dan
praktik pelestarian sumber daya alam.

b) Informan Tambahan, yaitu Anggota masyarakat adat To Cerekang, perwakilan pemerintah desa, dan
pihak-pihak lain yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang implementasi hukum adat dalam
pelestarian sumber daya alam.

Sedangkan data Sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, seperti peraturan adat, catatan
sejarah, dan publikasi ilmiah, serta dari sumber-sumber lain seperti foto dan video terkait hukum adat To Cerekang
dalam pelestarian sumber daya alam.

Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan
sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, dan penafsir hasil penelitian. Kehadiran peneliti
sebagai instrumen kunci memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi dalam pengumpulan data, serta kemampuan
untuk menangkap nuansa dan konteks yang mungkin terlewatkan oleh instrumen standar (Creswell, 2017). Selain
peneliti, instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1.) Pedoman Wawancara
Mendalam, 2.) Lembar Observasi, 3.) Alat Perckam Suara, 4.) Kamera, dan 5.) Catatan Lapangan, digunakan
untuk mencatat refleksi peneliti, pengamatan tambahan, dan informasi lain yang relevan selama proses penelitian.

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk
memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu Observasi, wawancara,
dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik untuk menganalisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014).
Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dari penelitian ini yaitu Reduksi Data, penyajian data, dan
verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Manurung secara administratif berada di wilayah Kecamatan Malili dan merupakan salah satu Desa
Induk yang telah dimekarkan menjadi lima desa yaitu Desa Lakawali, Lakawali Pantai, Tarabbi, Atue, dan Ussu,
sehingga saat ini Kecamatan Malili telah memiliki 14 desa dan satu Kelurahan. Desa Manurung terdiri atas empat
Dusun yakni Dusun Cerekang, Dusun Tomba, Dusun Pabeta dan Dusun Wulasi. Desa Manurung
adalah merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya hutan adat yang menjadi
bagian dari wilayah hukum adat To Cerekang. Masyarakat desa mayoritas berstatus sebagai masyarakat adat yang
masih memegang teguh nilai-nilai dan aturan adat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan dan
pelestarian sumber daya alam. Desa Manurung adalah salah satu desa yang terletak pada bagian barat Kecamatan
Malili dengan luas wilayah 5,77 km? atau 0,63 % Dari Seluruh Kecamatan Malili, sedangkan luas hutan adat To
Cerekang adalah 2.313 Ha (23,13 km?). Terdapat 10 wilayah hutan adat To Cerekang yang disakralkan:
Pinsimaoni,
Ujung Tanae,
Padang Annungnge,
Tomba,
Kasosoe,
Aggattu’ngeng Ance’e,
Berue’,
Bulu Mangkulili,
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i. Lengkong
j.  Turungeng Appancangengnge’.

Implementasi hukum adat To Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam di Desa Manurung
dilakukan melalui:

a. Patroli dan Pengawasan Adat: Masyarakat adat secara rutin melakukan patroli di wilayah hutan adat
untuk mencegah praktik illegal logging dan perambahan.

b. Pemasangan Tanda Batas Wilayah Adat: Papan informasi dan pelang dipasang untuk menandai batas
wilayah adat sebagai bentuk perlindungan dan pemberitahuan kepada masyarakat luas.

C. Pendidikan dan Sosialisasi Nilai Adat: Melalui kegiatan adat dan kelas ekologi, nilai pelestarian alam
terus ditanamkan kepada generasi muda dan masyarakat umum.

d. Penegakan Sanksi Adat: Pelanggaran terhadap aturan adat dikenakan sanksi sosial, seperti pengeluaran
dari komunitas adat, serta pelaporan kepada aparat hukum jika diperlukan.

€. Dukungan Pemerintah Desa: Pemerintah desa turut berperan aktif dengan memberikan dukungan
anggaran dan fasilitas untuk kegiatan pelestarian.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

a. Faktor Pendukung:
1) Adanya pengakuan dan dukungan formal dari pemerintah daerah melalui SK Bupati Luwu
Timur yang menguatkan hukum adat To Cerekang.
2) Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengawasan dan pelestarian.
3) Keterlibatan generasi muda melalui pendidikan ekologi dan kegiatan adat.
b. Faktor Penghambat:
1) Luasnya wilayah adat yang sulit diawasi secara menyeluruh.
2) Belum adanya pengakuan hukum adat secara formal dari pemerintah pusat.
3) Potensi konflik lahan dengan pihak perusahaan tambang dan pihak luar lainnya.
4) Perbedaan persepsi dalam penegakan sanksi terhadap pelanggar, khususnya yang berasal dari
internal komunitas.

Masyarakat 7o Cerekang memandang hukum adat sebagai pedoman utama dalam menjaga dan
melestarikan sumber daya alam. Mereka merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap kelestarian
hutan adat. Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, terutama dalam kegiatan patroli,
sosialisasi, dan pelaksanaan ritual adat yang berkaitan dengan pelestarian alam. Dampak
Lingkungan: Pelaksanaan hukum adat berhasil menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya, terlihat
dari stabilnya tutupan hutan dan minimnya kasus perusakan lingkungan selama beberapa tahun terakhir.

Patroli dan pengawasan adat. patroli rutin yang dilakukan oleh masyarakat adat 7o Cerekang merupakan
bentuk pengawasan langsung yang efektif untuk menjaga kelestarian hutan adat. Kegiatan ini tidak hanya bersifat
fisik, tetapi juga menjadi ritual sosial yang mempererat solidaritas komunitas. Patroli ini juga berfungsi sebagai
sarana edukasi dan penguatan nilai-nilai adat kepada masyarakat, sehingga pelestarian alam menjadi kesadaran
kolektif. Seorang tokoh adat menyatakan:

“Kami selalu melakukan patroli bersama, memastikan tidak ada yang masuk tanpa izin dan tidak melakukan
perusakan. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai penjaga hutan keramat.” (Wawancara Kepala Adat To
Cerekang, 10 Mei 2025).
Patroli rutin yang dilakukan masyarakat adat To Cerekang merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung
yvang nyata dan efektif, yang sangat krusial dalam menjaga kelestarian hutan adat mereka, yang sangat erat
kaitannya dengan identitas budaya dan keutuhan ekologi mereka (Sulistianingsih dkk., 2022).

Patroli rutin dan pengawasan adat terbukti efektif mencegah perambahan hutan dan pelanggaran
lingkungan. Penguatan melalui pengawasan kolektif memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat,
terutama apabila dipadukan dengan sanksi sosial dan moral.

Samiyem et., al/ Implementasi Hukum Adat
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Gambar 1. Patroli dan pengawasan wilayah hutan adat

Walau efektif, mekanisme ini sering terbatas pada wilayah komunitas sendiri dan belum mampu mencegah
ancaman eksternal seperti industri dan perluasan konsesi. Selain itu, pengawasan adat sering terkendala oleh
minimnya sumber daya serta kurangnya pengakuan formal dari negara, sehingga perlindungan wilayah adat bisa
dilemahkan oleh intervensi kebijakan pemerintah atau perusahaan luar. Pemasangan tanda batas wilayah adat,
pemasangan papan informasi dan pelang di batas wilayah adat berperan penting sebagai simbol perlindungan dan
peringatan terhadap pelanggaran. Hal ini mengurangi potensi perambahan dan konflik lahan.

Pemasangan tanda dan papan informasi pada batas adat membantu mempertegas klaim wilayah serta
melindungi hutan dari perambahan. Secara sosial, ini memperkuat identitas kolektif dan otoritas hukum adat di
mata masyarakat lokal. Pengakuan batas wilayah adat secara de facto oleh masyarakat tidak selalu diikuti
pengakuan de jure oleh pemerintah pusat. Karena regulasi nasional mengakui klaim tanah negara lebih dominan,
potensi konflik agraria tetap tinggi dan rentan dimanfaatkan perusahaan tambang atau pihak ketiga yang memiliki
legal formal lebih kuat.

INLTANIA 1210
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Gambar 2 Pemasangan tanda batas wilayah hutan adat

Pendidikan dan sosialisasi nilai adat, pendidikan adat melalui kelas ekologi dan sosialisasi nilai-nilai
pelestarian menjadi instrumen penting dalam regenerasi kesadaran lingkungan, khususnya bagi generasi muda.
Kelas ekologi dan sosialisasi nilai adat menumbuhkan kesadaran kolektif, terutama di kalangan generasi muda,
akan pentingnya pelestarian alam (Hasriyanti, 2021). Hal ini terbukti ampuh mempertahankan kelestarian
lingkungan berbasis kearifan lokal.

Gambar.3 Kelas Ekologi dan Penanaman Pohon

Tantangannya, internalisasi nilai adat pada generasi muda tidak selalu linear akibat derasnya arus
modernisasi, pendidikan formal yang kurang mengakomodasi kearifan lokal, dan perubahan aspirasi ekonomi.
Jika tidak didukung kebijakan negara dan integrasi dalam kurikulum formal, pelestarian berbasis adat bisa
melemah dalam jangka panjang.

Penegakan Sanksi Adat, Penegakan sanksi adat berupa larangan keras masuk tanpa izin, mengambil atau
merusak hutan keramat, serta sanksi sosial seperti pengeluaran dari komunitas menjadi mekanisme efektif dalam
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menjaga ketaatan. Sanksi moral yang dipercaya berupa murka alam atau bencana juga memperkuat kepatuhan
masyarakat. Seorang informan adat menjelaskan:

“Jika ada yang melanggar, bukan hanya hukum manusia, tapi juga alam yang akan membalas. Ini membuat kami
takut dan menjaga aturan dengan sungguh-sungguh.” (Wawancara Pemangku Adat, 11 Mei 2025).

Sanksi sosial, denda adat, dan ritual pemulihan lingkungan telah terbukti efektif menumbuhkan efek jera
sekaligus memulihkan kerusakan ekosistem, karena memunculkan rasa tanggung jawab kolektif. Namun
demikian, mekanisme sanksi adat kadang menghadapi kendala jika pelanggar adalah pihak luar atau apabila terjadi
konflik kepentingan antarwarga. Sanksi adat juga bisa kehilangan daya tekan jika terjadi intervensi hukum positif
atau jika pelanggaran berskala besar melibatkan aktor ekonomi kuat.

Dukungan pemerintah desa, pemerintah desa memberikan dukungan melalui pengalokasian anggaran
untuk pengadaan fasilitas patroli dan papan informasi, serta koordinasi dalam penegakan hukum adat. Dukungan
formal ini memperkuat legitimasi dan efektivitas pelaksanaan hukum adat. Seorang pejabat desa menyampaikan:

“Kami mendukung penuh kegiatan adat ini, karena sesuai dengan visi pelestarian lingkungan desa.”
(Wawancara Sekretaris Desa Manurung, 15 Mei 2025.

DILARANG KERAS MELARURAN AKTIVITAS APAPUN
DI KAWASAN NUTAN ADAT
Dﬂﬁ; ST EREHANG, SUNGAI DAN
NGHAP IKAN, MENANGRAP HEPTTING,
_ MENANGRAP UDANG, MENGAMBIL NIPA,
MENEBANG KAYU DAN LAIN-LAIN. KECUALI ACARA
RITUAL YANG DALAKOKAM OLEH ORANG TUA ADAT

Gambar 4. Pengadaan Papan Informasi

Kolaborasi dengan pemerintah desa, utamanya pendanaan patroli dan penyediaan fasilitas edukasi
lingkungan, memperkuat legitimasi dan daya tahan hukum adat. Namun, selama pengakuan hukum adat belum
tertanam dalam sistem hukum nasional hanya sebatas SK daerah, keberlanjutan dukungan sering bergantung pada
politik lokal dan dapat berubah saat pergantian kepemimpinan atau bila ada tekanan investasi.

Pengakuan formal pemerintah daerah, keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 286 Tahun 2019 tentang
Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat 7o Cerekang memberikan landasan hukum
yang kuat bagi pelaksanaan dan perlindungan hukum adat. Hal ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam
mengelola wilayahnya secara mandiri dan berdaulat. Namun, pengakuan pada level daerah tanpa penguatan di
tingkat nasional berisiko memperlemah posisi hukum masyarakat adat di hadapan konflik dengan perusahaan atau
pihak luar yang mengantongi izin negara.

“Pengakuan mengenai hutan adat oleh pemerintah daerah sangat penting tetapi masih rentan jika belum diakui
secara nasional, sehingga konflik agraria dengan perusahaan atau negara tetap sering terjadi.”’(Simarmata, R.,
2022)

Partisipasi aktif masyarakat, keterlibatan masyarakat adat secara kolektif dalam pengawasan dan
pelestarian, termasuk generasi muda yang dilibatkan melalui pendidikan dan kegiatan adat, menjadi modal sosial
utama keberhasilan pelestarian (Hasriyanti, 2024).

“Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam konservasi telah terbukti menekan laju kerusakan hutan, namun
perubahan preferensi generasi muda dan tekanan ekonomi dari luar menjadi tantangan serius bagi
keberlanjutannya”. (Ramadhani, V., 2020)

Keterlibatan generasi muda, pendidikan ekologi dan sosialisasi nilai adat menumbuhkan kesadaran dan
komitmen generasi muda sebagai penerus pelestarian. Keberhasilan pelestarian lingkungan di To Cerekang
menunjukkan bahwa pengakuan formal dari pemerintah daerah dikombinasikan dengan partisipasi aktif dan
kesadaran moral masyarakat yang tinggi adalah kunci. Hal ini menciptakan sistem pengelolaan sumber daya yang
kuat, di mana "hukum adat adalah jiwa kami" dan pelestarian adalah "bagian dari budaya hidup sehari-hari".
Argumentasi ini didukung oleh data stabilnya tutupan hutan dan minimnya perusakan lingkungan.
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Belum ada pengakuan hukum adat dari pemerintah pusat ketidakjelasan status hukum nasional
menyebabkan potensi konflik dengan pihak luar, terutama perusahaan tambang yang mengklaim wilayah yang
tumpang tindih. Potensi Konflik Lahan dengan Perusahaan Tambang Konflik ini menimbulkan ketidakpastian
dan mengancam keberlanjutan pelestarian. Ketua lembaga adat menegaskan:

“Perusahaan tambang mengklaim sebagian wilayah kami, padahal itu tanah adat yang harus kami jaga.

Tanpa pengakuan pusat, kami sulit mempertahankan hak kami.” (Wawancara Ketua Lembaga Adat, 11

Mei 20235.

Meskipun pengakuan daerah kuat, ketiadaan pengakuan hukum adat dari pemerintah pusat menjadi
penghambat serius. Potensi konflik dengan perusahaan tambang yang mengklaim wilayah tumpang tindih dapat
merusak keberlanjutan pelestarian. Tanpa perlindungan hukum nasional yang jelas, masyarakat adat rentan
kehilangan hak atas wilayahnya.

Persepsi masyarakat To Cerekang memandang hukum adat sebagai pedoman utama dan warisan leluhur
yang wajib dijaga. Mereka merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang kuat terhadap kelestarian hutan
adat. Seorang warga menyatakan:

“Hukum adat adalah jiwa kami. Melanggar berarti merusak hidup kami sendiri.” (Wawancara Warga, 12
Mei 2025)

Partisipasi masyarakat sangat tinggi, terlihat dari keterlibatan dalam patroli, sosialisasi, dan ritual adat.
Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian bukan hanya kewajiban formal, melainkan bagian dari budaya hidup
sehari-hari. Pelaksanaan hukum adat berhasil menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya. Data
menunjukkan stabilnya tutupan hutan dan minimnya kasus perusakan lingkungan selama beberapa tahun terakhir.
Keberhasilan ini menegaskan efektivitas kearifan lokal sebagai instrumen pelestarian lingkungan yang
berkelanjutan.

Masyarakat To Cerekang memandang hukum adat sebagai pedoman utama dan warisan leluhur yang
wajib dijaga, merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang kuat terhadap kelestarian hutan adat. Mereka
menganggap "hukum adat adalah jiwa kami. Melanggar berarti merusak hidup kami sendiri". Partisipasi
masyarakat sangat tinggi, terlihat dari keterlibatan dalam patroli, sosialisasi, dan ritual adat, menunjukkan bahwa
pelestarian merupakan bagian dari budaya hidup sehari-hari, bukan hanya kewajiban formal. Pelaksanaan hukum
adat ini berhasil menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya, ditunjukkan oleh stabilnya tutupan
hutan dan minimnya kasus perusakan lingkungan selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini menegaskan
efektivitas kearifan lokal sebagai instrumen pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Bentuk implementasi hukum adat 7o Cerekang dalam pelestarian sumber daya alam meliputi patroli
rutin, pemasangan tanda batas wilayah, pendidikan dan sosialisasi nilai adat, penegakan sanksi adat, serta
dukungan pemerintah desa. Faktor pendukung implementasi adalah pengakuan pemerintah daerah, partisipasi
masyarakat yang tinggi, dan keterlibatan generasi muda. Adapun faktor penghambat meliputi, belum adanya
pengakuan hukum adat dari pemerintah pusat, dan potensi konflik lahan dengan pihak luar. Persepsi masyarakat
terhadap hukum adat sangat positif, dengan partisipasi aktif dalam pelestarian. Dampak pelaksanaan hukum adat
terlihat dari keberlanjutan lingkungan yang terjaga dan stabilnya kondisi sumber daya alam di wilayah adat 7o
Cerekang.
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